SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Menimbang

Mengingat

KEPADA PT. BANK MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah,
diperlukan usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank
Maluku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara tentang Penyertaan Modal daerah Kabupaten
Maluku Tenggara kepada PT. Bank Maluku;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara
Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
264);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008
Nomor 08 Seri A);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun
2009 tentang Penetapan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009
Nomor 13 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PT. BANK MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau Kekayaan Daerah yang
belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan,
mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki
Daerah.

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau
saham Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PT. Bank Maluku adalah instansi, Badan Usaha Milik Daerah yang berada diluar
organisasi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang Perbankan dan
tunduk pada hukum Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang selanjutnya disingkat APBD



adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2
(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
perekonomian di Daerah dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Penyertaan
Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Jenis Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Maluku dalam bentuk uang.

(2) Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Maluku sebesar
Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Penganggaran terhadap penyertaan modal daerah dilakukan secara
bertahap/setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

(4) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang terlebih dahulu dianggarkan dalam
APBD.

(5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan/atau
setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PT. Bank
Maluku wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah.

BAB IV
Bagi Hasil

Pasal 4
(1) Bagian bagi hasil Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Maluku untuk masing-
masing pihak merupakan persentase bagi hasil dan diatur sesuai hasil keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham.
(2) Bagian bagi hasil Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini menjadi hak daerah disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan
daerah pada tahun berikutnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5
(1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku,
Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan
kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.



(2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Penyertaan modal yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,
dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperhitungkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2012
BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.
ANDERIAS RENTANUBUN
Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.
PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 26
SERI A.



IL.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KEPADA PT. BANK MALUKU

UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
b. Dana perimbangan
c. Lain-lain pendapatan yang sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud huruf a angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Maluku merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi
daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat
melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan
berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal
daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal
pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal daerah sebagai tambahan
modal pada PT. Bank Maluku yang akan dilaksanakan dalam tahun 2012
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.



Pasal 2
ayat (1)

Manfaat ekonomi yang diperoleh dari penyertaan modal daerah ini

sebagai berikut :

a. Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan
yang mendapatkan investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu;

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 3
Merupakan akumulasi penyertaan modal daerah yang telah disetor sampai
dengan tahun 2010 sebesar Rp. 4.100.431.000,- (empat milyar seratus juta
empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 4
ayat (1)
Yang dimaksud dengan masing-masing pihak adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. Bank
Maluku sebagai PIHAK KEDUA.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
ayat (1)
Kegiatan pembinaan, monitoring dan/atau pengawasan dilakukan sejak
penyertaan modal daerah dilakukan sampai dengan pembagian deviden.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 188.



